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ABSTRAK 

 

Dispensasi nikah merupakan kebijakan hukum pengecuali dari pemerintah  

terkait ketentuan usia minimum pernikahan, yang dapat dijadikan dasar hukum 

bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat untuk 

menikah, melalui permohonan izin dari Pengadilan Tidak ada ketentuan hukum 

yang detail terkait alasan bagi mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi, 

tetapi dalam praktiik alasan pengajuan dispensasi nikah beragam, yaitu kehamilan, 

pencegahan akan hal-hal yang membawa keburukan bagi pasangan. Pada 2019 

terjadi perubahan ketentuan hukum usia minimum pernikahan, dari 16 dan 19, ke 

19 dan 19 untuk kedua pihak laki-laki dan perempuan. Mengingat hal ini, menarik 

untuk dikaji terkait fenomenan atau tren permohonan dispensasi paska perubahan 

tersebut. Penelitian ini  mengkaji rata-rata usia pasangan pemohon dispensasi 

nikah setelah perubahan undang-undang perkawinan dalam praktik di Pengadilan 

Agama Sleman, sikap hukum hakim dalam merespon isu usia dalam pengajuan 

dispensasi, pengaruh ketentuan undang-undang perkawinan terkait alasan dan 

dokumen-dokumen permohonan dispensasi   terhadap sikap hukum hakim. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis 

empiris dan menggunakan teori diskresi hakim. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman dan 

dokumentasi terhadap 5 putusan perkara.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, dalam praktik pengajuan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman usia rata-rata pemohon adalah 17 

tahun dan 18 tahun,  baik dari laki-laki maupun perempuan, dengan alasan seperti 

yang terjadi pada permohonan sebelum adanya perubahan, yaitu kehamilan dan 

penghindaran zina. Pengajuan permohonan dispensasi tidak lagi banyak dilakukan 

oleh pasangan berusia dibawah 16 tahun. Kedua, setelah adanya perubahan 

Undang-undang Perkawinan, trend yang ada di Pengadilan Agama Sleman 

berubah, dan sikap permessive para hakim tidak berubah, karena para hakim tetap 

mengabulkan permohonan dispensasi. Ketiga, setelah perubahan ketentuan para 

hakim Pengadilanm Agama Sleman lebih cermat dan tegas dalam pemenuhan 

dokumen medis dan dokumen psikolog dalam proses penyelesaian permohonan 

dispensasi. 

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, UU No. 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 

tahun 2019. 
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MOTTO 

 

 

ُ ًفَْسًا إلَِّه وُسْعَهَا  ا يكَُلِّفُ ٱللَّه

 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. “ 

(Q.S. Al-baqarah:286) 

 

“Pandanganmu terhadap dirimulah yang membentuk dirimu, bukan 

pandangan orang lain. Puji, hargai, syukuri, dan banggalah pada dirimu. 

Tanamkan mindset kalau kamu selalu berhasil dan beruntung dalam setiap 

hal. Terimakasih aku.” 

 

“Tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada bab ini. Jalani 

saja, perankan saja. Allah ialah sebaik-baiknya sutradara.” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

   â‟       deng n titik di b w h  ح

 khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

  Żâl Ż żet  deng n titik di  t s ذ

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 ṣâd   es (dengan titik di bawah) ص

 ḍâd   de (dengan titik di bawah) ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟   zet (dengan titik dibawah)  ظ

 in „ koma terbalik (di atas) „ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap  

لََنَزَّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهِِنَّ
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C. Ta’ Marbūŝah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 Ditulis  ikm h حكِمٌَةْ

 Ditulis „ill h علَِّة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bil  diikuti deng n k t  s nd ng „ l‟ sert  b c  n kedu  itu terpis hh 

maka ditulis dengan h. 

ءَْةْالأََوْلِيَارَامَكَ  Ditulis Karâmah al- uliyâ‟ 

 

3. Bila ta‟ marbuţah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiŝri زكََاةْاَلفِْطرِ

 

D. Vokal Pendek 

 Fat ah Ditulis A اَ 

 Kasrah Ditulis I اِ 

 ammah Ditulis U  اُ 
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E. Vokal Panjang 

1 

Fat ah + alif  

 فَلاَ

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Falâ 

2 

Fat  h + y ‟ m ti 

 تنَْسَى

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

K sr h + y ‟ m ti 

 تفَْصيِْلَ

Ditulis 

Ditulis 

Î 

Tafṣhîl 

4 

 ammah + wawu mati 

 أصُُوْلُ

Ditulis 

Ditulis 

Û 

Uṣ l 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

Fat ah +  ya‟ m ti 

 اَلزُّهيَْلِيْ

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 

Fat ah + wawu mati 

 اَلدَّوْلَةْ

Ditulis 

Ditulis 

Au 

ad-daulah 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A‟ ntum أأَنَْتُمْ

 Ditulis U‟idd t أعُِدَّتْ

مْلئَِنْشكََرتُْ  Ditulis L ‟in sy k rtum 
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H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bil  diikuti huruf qom riyy h ditulis deng n menggun k n huruf “l”   

نْآالَْقُرْ  Ditulis Al-Qur‟ân 

 Ditulis Al-Qiyâs الَقِْيَاسْ

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-S mâ اَلسمََّاءُ

 Ditulis Asy-Syams اَلشمَّْشُ

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 Ditulis Ż w   l-fur ḍ ذَوِياَْلْفُرُوْضْ

 Ditulis Ahl as-sunnah أَهلُْاًلسنَُّّةْ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menikah dan membentuk keluarga merupakan salah satu ciri manusia 

namun hal ini juga merupakan hak individual. Pengertian pernikahan memiliki 

beberapa pendapat salah satunya pengertian dari Kompilasi Hukum Islam yang 

tercantum dalam pasal 2 menjelaskan pernikahan adalah sebuah akad yang sangat 

kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan 

ibadah.
1
 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
2
 

Perkawinan tentunya dilakukan secara hukum yang berlaku contohnya di 

Indonesia diperbolehkan melakukan perkawinan apabila pria berusia 19 (sembilan 

belas) tahun dan wanita 16 (enam belas ) tahun pada Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974. Namun ketentuan batas usia perkawinan tersebut berubah sejak 

disahkannya perubahan atas undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang 

menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
3
 

                                                           
1
 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 

2
 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

3
 Farah Tri Aprilia dan Nunung Nurw ti, “Peng ruh Perk win n Mud  Terh d p 

Keteh n n Kelu rg ”, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 7, 

No. 1, (2020): 90. 
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Problematika perkawinan di Indonesia salah satunya adalah pernikahan 

usia muda. Fenomena ini masih banyak terjadi di wilayah-wilayah perkotaan 

maupun pedesaan.
4
 Banyaknya pelaku pernikahan dini tentu meningkatnya juga 

angka perceraian, rentan usia rata-rata pernikahan dini yakni dari kalangan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan 

adanya pernikahan  dini tentunya memberatkan bagi pihak pria maupun wanita 

bahkan keluarga yang bersangkutan.
5
 Persoalan pernikahan dini memberikan 

akibat hukum dengan adanya pemberian dispensasi nikah oleh pihak pengadilan 

agama. Memberikan dispensasi nikah adalah solusi yang diberikan bagi calon 

suami istri yang belum memenuhi syarat umur perkawinan.
6
  

Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, memberi penjelasan bahwa 

dispensasi kawin atau dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh 

pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk 

melangsungkan perkawinan.
7
 Permohonan dispensasi nikah berdasarkan pasal 7 

ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya harus diajukan 

oleh Kedua Orang tua calon mempelai. Berlakunya pasal 7 dalam undang-undang 

nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974, 

diharapkan kepada masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan undang-undang 

                                                           
4
 Fitriy ni, Abd. B sir, “Dispens si Pernik h n Dini P sc  Revisi Und ng-Undang 

Perkaeinan di Indonesia,” Jurnal Al-Mizan Vol. 18, No. 1, (2022): 23. 
5
 Muhammad Irfan Al Azis, “An lisis K sus Dispens si Nik h P sc  Perub h n Und ng-

Und ng No. 1 T hun 1974  Studi K sus Peng dil n Ag m  Kot  Yogy k rt  ”, Skripsi, 

Universitas Islam Indonesia, (2020): 5. 
6
 Fitriyani, Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di 

Indonesia, 23. 
7
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. 



3 
 

tersebut. Begitupun dengan penyimpangannya yang dimaksutkan pada pasal 7 

ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pengadilan 

dapat memberikan dispensasi bukan berarti dispensasi untuk membuka 

kemungkinan terjadinya perkawinan anak-anak, melainkan untuk membuka 

kemungkinan terjadinya perkawinan terpaksa, misalnya dikarenakan gadis di 

bawah umur sudah hamil belum nikah.
8
  

Sebelum adanya perubahan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. Dikutip dari laman Antara News.com menurut panitera muda 

Pengadilan Agama Sleman permohonan dispensasi nikah dalam 5 tahun terakhir 

cukup tinggi, Pada tahun 2017 ada 89 perkara dispensasi kawin yang diputus, lalu 

pada tahun 2018 ada 93 perkara dispensasi kawin yang diputus, sedangkan pada 

tahun 2019 ada 117 perkara dispensasi nikah yang diputus, dari yang mengajukan 

dispensasi nikah rata-rata anak usia SD atau SMP usianya berkisar 13 tahun, ujar 

panitera muda Pengadilan agama Sleman.
9
 

Pengadilan Agama Kabupaten Sleman pada tahun 2020 mencatat 

sebanyak 277 pasang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, kemudian 

pada tahun 2021 terlihat mengalami penurunan menjadi 233 pasang. Akan tetapi 

meningkat lagi pada tahun 2022 sebanyak 244 pasangan yang telah mengajukan 

dispensasi nikah. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, Raden Nur 

Wahid, menyampaikan secara rinci untuk pengajuan permohonan dispensasi nikah 

                                                           
8
 Ahm d Muq ffi, Rusdiy h, Di n  R hmi, “Menilik Problem tik  Dispens si Nik h 

dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” Journal Of Islamic 

And Law Studies, Vol. 5, No. 3, (2021): 363.  
9
 Nur Istibs roh, “di Slem n-Yogyakarta Permohonan Dispensasi Pernikahan Dini 

Tinggi” Antaranews.com, 16 Maret 2023, https://www.antaranews.com/berita/813421/di-sleman-

yogyakarta-permohonan-dispensasi-pernikahan-dini-tinggi  

https://www.antaranews.com/berita/813421/di-sleman-yogyakarta-permohonan-dispensasi-pernikahan-dini-tinggi
https://www.antaranews.com/berita/813421/di-sleman-yogyakarta-permohonan-dispensasi-pernikahan-dini-tinggi
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perbulan tada tahun 2022, yakni terdapat 26 pasang pada Januari, 19 pasang pada 

Februari, 24 pasang pada Maret, 21 pasang pada April, 9 pasang pada Mei, 33 

pasang pada Juni, 19 pasang pada Juli, 19 pasang pada Agustus, 27 pasang pada 

September, 16 pasang pada Oktober, 25 pasang pada November dan 6 pasang 

pada Desember. Dari total jumlah permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022, 

jika dibulatkan menjadi 100%, setidaknya ada 25 persen permohonan yang ditolak 

dan 75% permohon n dispens si nik h diterim ,” p p r w rt w n dik ntor 

Pengadilan Agama, Rabu (25/1/2023).
10

 

Pada data diatas menunjukkan adanya peningkatan terhadap dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Sleman bahkan pada tahun lalu 2022 menunjukkan 

peningkatan dalam kasus dispensasi nikah baik sebelum perubahan undang-

undang perkawinan dan pasca direvisinya undang-undang perkawinan. 

Meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman di dominasi oleh 

pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan, hubungan badan diluar nikah, 

dan juga alasan yang didasarkan pada keinginan pribadi dari pemohon. 

Beberapa data putusan dari Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022 

rata-rata usia anak yang mengajukan dispensasi nikah berumur 16 sampai 17 

tahun bahkan ada yang berumur 15 tahun. Alasan mereka mengajukan dispensasi 

nikah beragam yaitu karena kehamilan, mencegah hal negatif, akan tetapi 

presentase kehamilan diluar nikah lebih tinggi dibandingkan dengan hal-hal 

                                                           
10

 Neti Istimew  Rukm n , “Ad  244 P s ng n Meng juk n Permohon n Dispens si 

Nikah di Sleman Selama 2022,” Tribunjogja.com, 10 Maret 2023. 

https://jogja.tribunnews.com/2023/01/25/ada-244-pasangan-mengajukan-permohonan-dispensasi-

nikah-di-sleman-selama-2022  

https://jogja.tribunnews.com/2023/01/25/ada-244-pasangan-mengajukan-permohonan-dispensasi-nikah-di-sleman-selama-2022
https://jogja.tribunnews.com/2023/01/25/ada-244-pasangan-mengajukan-permohonan-dispensasi-nikah-di-sleman-selama-2022
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lainnya. Dalam perkara dispensasi nikah apakah sikap hukum hakim dalam 

mengabulkan perkara dispensasi nikah melihat pada usia pemohon atau pada 

kondisi dan alasan para pemohon.  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengkaji apakah dengan 

terjadinya pergeseran usia menikah yang awalnya usia perempuan menikah 16 

Tahun dan laki-laki usia 19 Tahun menjadi laki-laki dan perempuan sama-sama 

19 tahun. Dengan adanya pergeseran usia tersebut peneliti ingin melihat 

bagaimana praktik permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. 

Selain itu peneliti juga akan melihat apakah dengan adanya perubahan usia pada 

undang-undang perkawinan berpengaruh pada sikap hukum hakim dalam 

memutuskan perkara dispensasi nikah. 

Beberapa artikel sebelumnya membahas terkait dispensasi nikah setelah 

direvisinya undang-undang perkawinan sebagai solusi hukum karena para pelaku 

dispensasi nikah kebanyakan mereka yang belum memiliki legalitas formal untuk 

menikah, oleh karena itu Hukum Islam tidak mengatur khusus dispensasi nikah 

karena mayoritas ulama hanya menyebutkan balig sebagai syarat menikah 

seseorang dan tidak menentukan minimal usia perkawinan, sedangkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

mengatur ketat tentang perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui 

mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan.
11

 

                                                           
11

 Kamarusdi n , It  Sofi , “Dispens si Nik h d l m Perspektif Hukum Isl m, Und ng-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” Salam: Jurnal Sosial & Budaya 

Syar‟i, Vol. 7, No. 1, (2020). 
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Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan perkara 

permohonan dispensasi nikah mengacu pada pertimbangan maqashid syari‟ah 

dengan mempertimbangkan maslahat dan madharat yang ditimbulkan.
12

 

Dispensasi nikah tetap dikabulkan karena alasan ekonomi salah satunya ekonomi 

orang tua yang tidak mendukung anaknya sekolah, bekerja dan merasa mandiri 

kemudian nikah, atau menganggur kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis 

yang mengakibatkan kehamilan.
13

 

 Menunjukkan bahwa masalah yang muncul setelah direvisinya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni tingginya angka 

permohonan dispensasi nikah maka solusi yang diambil oleh pengadilan dengan 

cara memberikan nasehat.
14

 Para hakim mengabulkan permohonan dispensasi 

nikah dengan mempertimbangkan kemaslahatan, apabila tidak dikabulkan akan 

dikhawatirkan terjadinya pernikahan siri.
 15

  Dispensasi Nikah yang masih diatur 

kenyataannya menimbulkan maraknya perkawinan anak. Maka revisi undang-

                                                           
12

 Khum eni, “ An lisis Yuridis Putus n H kim Terh d p Perk r  Permohonan 

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo” Tesis, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 

(2020). 
13

 Sufriz l, Ulil Azmi, M. Anz ikh n, “Pro d n Kontr  Usi  Perk win n p d  Und ng-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pascarevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam 

Perspektif Hukum Isl m” Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syari‟ah, Perundang-Undangan dan Ekonomi 

Islam, Vol. 14 No. 1,  (2022). 
14

 Mirwan, dkk, “Problem tik  Usi  Perk win n P sc  Perub h n Und ng-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pengadil n Ag m  di Provinsi Sum ter  B r t”, 

El-Hekam Jurnal Studi Keislaman, (2021).  
15

 Sri Ahy ni, “Pertimb ng n Peng dil n Ag m   t s Dispens si Pernik h n diusi  Dini 

Akib t Keh mil n dilu r Nik h” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, (2016). 
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undang pernikahan dengan menambah ambang batas umur ini dampaknya 

berbanding terbalik dengan harapan dari undang undang tersebut.
 16

  

Peneliti akan memfokuskan kajian dispensasi nikah pada rata-rata usia 

pasangan pemohon dispensasi nikah untuk melihat apakah dengan diubahnya 

undang-undang perkawinan menjadikan masyarakat akan lebih peka dampak dari 

pernikahan dini. Lalu secara umum sejauh mana ketentuan hukum tersebut 

berpengaruh pada sikap hukum hakim terhadap dispensasi nikah dengan alasan 

mendesak. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan 

perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa usia rata-rata pemohon dispensasi nikah setelah perubahan undang-

undang perkawinan dalam praktik di Pengadilan Agama Sleman? 

2. Apakah ketentuan perubahan usia pada undang-undang perkawinan 

berpengaruh terhadap  tren permohonan dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Sleman? 

3. Sejauh mana ketentuan undang-undang perkawinan terkait alasan dan 

dokumen-dokumen permohonan dispensasi berpengaruh pada sikap 

hukum hakim di Pengadilan Agama Sleman? 

 

                                                           
16

 Ahmad Muqaffi, Rusdiy h, Di n  R hmi, “Menilik Problem tik  Dispens si Nik h 

dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan” Journal Of Islamic And 

Law Studies, Vol. 5, No. 3, (2021). 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk menganalisis apa usia rata-rata pemohon dispensasi nikah 

setelah perubahan undang-undang perkawinan dalam praktik di 

Pengadilan Agama Sleman. 

b. Untuk menganalisis apakah ketentuan perubahan undang undang 

perkawinan berpengaruh pada tren permohonan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Sleman. 

c. Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan undang-undang 

perkawinan terkait alasan dan dokumen-dokumen permohonan 

dispensasi berpengaruh pada sikap hukum hakim di Pengadilan 

Agama Sleman. 

2. Kegunaan Penelitian 

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pembacanya. Adapun 

kegunaan dari sisi akademis yang hendak diperoleh dari penelitian ini ialah 

memberikan pencerahan dalam tataran teoritis yang lebih mendalam dalam 

permasalahan dispensasi nikah, yang dimana masih banyak pemohon dispensasi 

nikah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Tulisan ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman dalam tataran praktis, terhadap pencegahan pernikahan 

dini, yang dimana penulis rasa dalam peraktiknya masih kurang tepat sasaran. 
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D. Telaah Pustaka 

Setelah mengkaji literatur terkait dengan isu pernikahan dibawah umur dan 

permohonan dispensasi nikah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian 

yang sudah ada dapat dikelompokkan pada 2 jenis penelitian yang berkaitan 

dengan tema penelitian.  

Tema pertama penelitian yang mengkaji terkait sikap hukum hakim dalam 

penyelesaian perkara dispensasi nikah. Karya-karya tersebut berupa artikel dan 

tesis y ng ditulis oleh Sri Ahy ni, Im m Sy fi‟i, Muh mm d F uzul Adhim, d n 

tesis yang di tulis oleh Muhammad Firzha Kadya Lukita. Karya ilmiah dalam 

bentuk artikel dalam kategori pertama ditulis oleh Ahyani dengan judul 

“Pertimb ng n Peng dil n Ag m   t s Dispens si Pernik h n Usi  Dini Akib t 

Keh mil n dilu r Nik h”, d l m meng bulk n perk r  dispens si nik h p r  

hakim mempertimbangkan berbagai hukum yang sesuai dengan dalil-dalil dan 

bukti-bukti hukum. Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah hakim juga 

berdasarkan hukum Islam yakni menghilangkan kemadharatan serta tidak 

menimbulkan kemadharatan yang lain baik ringan maupun berat.
17

  

Artikel d ri Im m Sy fi‟i deng n judul “Penetapan Dispensasi Nikah oleh 

H kim  Studi Komp r tif Hukum Isl m d n Hukum Positif”, sec r  g ris bes r 

penelitian ini membahas bagaimana hakim mengabulkan permohonan dispensasi 

nikah yang berdasarkan hukum positif yang dijadikan landasan hukum ( Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 

                                                           
17

 Sri Ahy ni, “Pertimb ng n Peng dil n Ag m   t s Dispens si Pernikahan diusia Dini 

Akib t Keh mil n dilu r Nik h” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, (2016). 
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tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah), pertimbangan hakim dalam memberikan 

putusan mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah melihat dari aspek 

kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada 

tidaknya suatu unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan dan aspek-

aspek lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan sebelum 

melangsungkan pernikahan.
18

  

Berbeda dengan artikel yang ditulis oleh Muhammad Fauzul Adhim, Ach. 

F isol, Moh. Muslim, peneliti nny  y ng berjudul “Pend p t H kim Mengen i 

Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi 

Nik h di Peng dil n Ag m  K bup ten M l ng Kel s 1 ” peneliti n ini 

menyimpulkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam penerapannya 

masih belum efektif. Dari sisi penegak hukum telah berupaya semaksimal ungkin 

menolak dengan memberikan nasihat kepada pemohon maupun calon mempelai, 

namun upaya penegakan hukum ini tidak dibarengi dengan kesadaran dan 

pemahaman dari masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum 

mengerti dan memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi Undang-undang ini.
19

  

Artikel d ri m lik ibr him d n nur h lim n deng n judul “Kontribusi 

Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung 

Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam” peneliti n ini memb h s m r kny  

pernikahan dini dikarenakan beberapa faktor, pertama faktor internal, diantaranya 

                                                           
18

 Im m Sy fi‟i, “Penet p n Dispens si Nik h oleh H kim  Studi Komp r tif Hukum 

Isl m d n Hukum Positif ” Mabahits Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, No. 2, (2020). 
19

 Muh mm d F uzul Adhim, Ach. F isol, Moh. Muslim, “Pend p t H kim Mengen i 

Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Dispensasi Nikah di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A” Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga 

Islam, Vol. 3, No. 2, (2021). 
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tidak melanjutkan sekolah, hamil diluar nikah dan kedua faktor eksternal 

diantaranya kekhawatiran melanggar agama dan faktor ekonomi. Maka dari itu 

diupayakan agar orang tua dapat mencerah terjadinya pernikahan dini seperti 

menjaga komunikasi didalam keluarga, memberikan motivasi pada anak, 

menanamkan nilai-nilai keislaman dan melakukan kontrol dan pemantauan anak.
20

 

Tesis yang di tulis oleh Muhammad Firzha Kadya Lukita, dengan judul 

“Dispens si Nik h d l m Penet p n H kim di Peng dil n Ag m  Blit r T hun 

2017-2019”,  d  du  unsur y ng menj di pertimb ng n hukum d ri h kim yaitu. 

Pertama, dari hukum positif Indonesia yaitu undang-undang tertulis yang berasal 

dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi 

Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan anak pasal 1 ayat 1. Kedua, 

undang-undang yang tidak tertulis ialah kaidah-kaidah fikih yang sesuai denga 

kasus-kasus dispensasi nikah.
21

  

Artikel y ng di tulis oleh M hmud deng n judul “Interpretasi Hukum 

“An k Di Lu r Perk win n”  D l m Und ngUnd ng Perk win n 1974  Studi 

Pandangan Hakim Pengadilan Agama  Provinsi D er h Istimew  Yogy k rt  ” 

penelitian ini membahas mengenai interpretasi hakim mengenai anak diluar nikah 

melalui Undang-Undang perkawinan, dapat ditarik kesimpulan Menurut 

pandangan hakim, hubungan interpretasi hukum oleh hakim terhadap putusan 

                                                           
20

 Malik Ibrahim, Nur Haliman. Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya 

Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Supremasi 

Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2022, 11.1: 1-19, DOI: 

https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543.  
21

 Muh mm d Firzh  K dy  Lukit , “Dispens si Nik h d l m Penet p n H kim di 

Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019” Tesis, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543
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majelis hakim terkait status anak di luar perkawinan akan dilihat dari keabsahan 

pernikahanya jadi dilihat syarat dan rukunnya mana kala terpenuhi maka akan 

dikabulkan dan jika tidak maka akan ditolak.
22

 

 Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Khumaeni dengan judul “An lisis 

Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di 

Peng dil n Ag m  P lopo” Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam 

mengabulkan permohonan perkara permohonan dispensasi nikah mengacu pada 

pertimbangan maqashid syari‟ah dengan mempertimbangkan maslahat dan 

madharat yang ditimbulkan. Madharatnya adalah dikhawatirkan apabila tidak 

segera dinikahkan calon mempelai akan menambah dosa dan terjadi perkawinan 

di bawah tangan yang justru akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan 

terjadi berikutnya atau ketidak pastian yuridis formal bagi anak yang 

dilahirkannya kelak. Adapun maslahat yang ditimbulkan bilamana mengabulkan 

permohonan dispensasi nikahnya berarti hakim telah dianggap menjaga mereka 

dari perbuatan dosa.
23

 

Tema kedua berhubungan dengan kajian Normatif terhadap undang-

undang Perkawinan Indonesia, karya ini berbentuk Artikel yang ditulis oleh 

Mugniatul Ilma, Fitriyani, Muzaiyanah, rizkiyah hasanah, Umi habibah, 

Muhammad Akil, dan Khoiri. Karya ilmiah dalam bentuk artikel kategori ke dua 

                                                           
22

 Mahmud. Interpret si Hukum “An k Di Lu r Perk win n”  D l m Und ngUnd ng 

Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama  Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta). Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2019, 8.1: 67-88. DOI: 

https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2048.  
23

 Khum eni, “ An lisis Yuridis Putus n H kim Terh d p Perk r  Permohon n 

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo” Tesis, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 

(2020). 

https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2048
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ditulis oleh Mughni tul Ilm  deng n judul “Regul si Dispens si Nik h d l m 

Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca dilahirkannya UU No. 16 

tahun 2019. Penelitian ini menganalisis UU Perkawinan setelah mengalami 

perubahan terjadinya jumlah permohonan dispensasi nikah yang melonjak tinggi. 

Hal ini disebabkan karna batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan 19 tahun. 

Penelitian ini menyimpulkan dengan adanya dispensasi kawin adalah bentuk 

solusi dari penyimpangan terhadap batas umur perkawinan dengan alasan 

mendesak, namun dengan tidak jelasnya ketentuan terhadap pasal yang mengatur 

dispensasi kawin membuat para hakim tidak memiliki pedoman yang standar, 

sehingga menimbulkan banyaknya permohonan dispensasi kawin dengan macam-

macam alasan yang kurang mendesak.
24

  

Artikel selanjutnya ditulis oleh Fitriyani, Abd. Basir dengan penelitiannya 

y ng berjudul “Dispens si Pernik h n Dini P sc  Revisi Und ng-Undang 

Perk win n di Indonesi ” d l m peneliti n ini terj diny  dispens si nik h p sc  

revisi undang-undang perkawinan menyebabkan terjadinya banyak faktor, dan 

implikasi yang ditimbulkan dari dispensasi nikah terhadap kehidupan keluarga. 

Dalam penelitiannya menunjukkan dampak dari pernikahan dini yang berasal dari 

faktor individu dan juga faktor dari kedua orang tua, implikasi dari pernikahan 

dini pada psikologi dan sosial kepada anak, orang tua bahkan lingkungan 

sekitarnya.
25

 

                                                           
24

 Mughniatul Ilm , “Regul si Dispens si d l m Pengu t n Atur n B t s Usi  K win 

bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019” Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 

Islam, Vol. 2, No. 2, (2020). 
25

 Fitriy ni, Abd. B sir, “Dispens si Pernik h n Dini P sc  Revisi Und ng-Undang 

Perk win n di Indonesi ” Al-Mizan, Vol. 18, No. 1, (2022). 
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Rizkiy h H s n h deng n peneliti nny  y ng berjudul “Penet p n 

Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah ditinjau dari Aspek Maqashid 

Syari‟ah” peng ju n permohon n dispens si nik h di pengdil n Ag m  

banyuwangi cukup tinggi pada kurun waktu enam tahun (2008-2013) ratarata 40% 

perkara dispensasi kawin yang masuk adalah akibat hamil pra-nikah. Sehingga 

penelitian ini menghasilkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam 

menetapkan dispensasi kawin akibat hamil pra-nikah berdasarkan pertimbangan 

hukum yuridis (berdasarkan aturan perundangan yang berlaku), berdasarkan 

pertimbangan hukum Islam dan berdasarkan pertimbangan keadilan masyarakat. 

Penet p n h kim tersebut ditinj u d ri  spek m q shid sy ri‟ h Isl m d ri segi 

kemaslahatannya adalah lebih mengutamakan hifz al-nasl, sedangkan dari segi 

mafsadatnya hifz al-din tid k terc p i y itu terj di pel ngg r n sy ri‟ t Isl m 

tentang larangan zina dengan menjadikan KHI Pasal 53 sebagai legalitas kawin 

hamil akibat zina.
26

  

Peneliti n serup  y ng ditulis oleh Khoiri deng n judul “Dispens si Nik h 

dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama ditinjau Menurut Maqashid Syariah” 

Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dengan alasan pacaran sudah terlalu 

lama ditinjau menurut maqashid syariah. Penelitian ini menghasilkan dua 

kesimpulan. Pertama, kekhawatiran terjadinya sesuatu yang dilarang dalam Islam 

seperti perzinahan karena sudah kenal dan pacaran terlalu lama bahkan sudah 

                                                           
26

 Rizkiy h H s n h, “ Penet p n Dispens si K win Akib t H mil Pr -Nikah ditinjau 

d ri Aspek M q shid Sy ri‟ h” Aktualita, Vol.1 No.1, (2018) .  
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tunangan. Kedua, dengan telah lama pacaran, jalan kesana-kemari layaknya suami 

istri sehingga takut timbul pergunjingan dan fitanah dalam pembahasan maqashid 

syariah termasuk kedalam hifdzul aradh (menjaga kehormatan).
27

  

Artikel yang berjudul Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap 

Permohonan Dispensasi  Nikah dibawah Umur  karya Umi Habibah, penelitian ini 

meninjau dispensasi nikah dari Kompilasi Hukum Islam dimana KHI adalah dasar 

hukum dalam menjembatani dispensasi nikah agar terlaksananya putusan 

dispensasi nikah dalam mengesampingkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang pernikahan, tinjauan KHI pada batasan usia sebagaimana pasal 15 

ayat (1) menentukan batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan 

perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan 16 tahun, 

maka dari itu Hakim memutuskan untuk menyelenggarakan dispensasi nikah 

dengan melihat tinjauan KHI sebagai dasar hukum nya, dan Pertimbangan Hakim 

dalam mengabulkan pernikahan serta Pengadilan Agama memberikan izin kepada 

majelis hakim untuk memberikan dispensasi nikah.
28

  

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Muhammad Akil, Maryati jurnal 

deng n judul “Implement si UU No. 16 T hun 2019 Tentang Dispensasi Nikah di 

Tinj u d ri Hukum Isl m” peneliti n ini dil kuk n di peng dil n  g m  m k s r 

1A tahun 2019 dan 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (1) yang merupakan revisi 

                                                           
 

27
 Khoiri, “Dispens si Nik h deng n Al s n Pacaran terlalu Lama ditinjau Menurut 

Maqashid Syariah” Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 3, 

No. 1, (2021). 
28

 Umi H bib h, “Tinj u n Kompil si Hukum Isl m terh d p Permohon n Dispens si  

Nikah dibawah Umur” As-Syar‟i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Vol. 5, No. 1, 

(2023). 
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dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, calon pengantin yang belum berusia 

19 tahun harus mendapatkan dispensasi nikah. dan syarat yang paling utama untuk 

mendapatkan dispensasi nikah adalah penolakan dari Kantor Urusan Agama 

(KUA), yang menyatakan bahwa calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun. 

Kesimpulan akhir dari penelitian ini tidak ada pengaruh karena tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan permohonan dispensasi nikah antara sebelum dan 

sesudah UU Nomor 16 tahun 2019. Oleh karena itu implementasi UU No 16 

Tahun 2019 pada Pengadilan Agama kelas 1A Makassar tidak dapat diketahui 

dengan rinci berdasarkan hasil perbandingan data sebelum dan setelah 

ditetapkannya yang hasilnya tidak adanya perbedaan yang signifikan.
29

 

Maka dalam penelitian Fenomena Nikah Di Bawah Umur Pasca Revisi 

Undang-Undang Perkawinan: Kajian Tren Dispensasi Nikah  Dan Sikap Hukum 

Pengadilan Agama Sleman, masuk kepada ketegori penelitian pertama, namun 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis 

melihat sikap hukum hakim terhadap perubahan undang-undang perkawinan 

untuk melihat bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh hakim pengadilan 

agama sleman serta apa alasan mendesak yang menyebabkan hakim pengadilan 

agama sleman mengabulkan pemohon dispensasi nikah. Selain itu peneliti juga 

ingin melihat apakah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat. 

 

 

                                                           
29

 Muh mm d Akil, M ry ti, “Implement si UU No. 16 T hun 2019 tent ng Dispens si 

Nikah di Tinjau dari Hukum Islam” Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law,  Vol. 3, No. 1, (2022). 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Efektifitas Hukum 

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti keberhasilan 

dalam sebuah tujuan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum memiliki 

tujuan guna menciptakan ketertiban dan keseimbangan.
30

 Sedangkan menurut T. 

Hani Handoko mengatakan bahwa efektivitas adalah sebuah kemampuan untuk 

memilih tujuan yang tepat dengan kata lain suatu peralatan yang tepat untuk 

mencapai sebuah tujuan.
31

 Hans Kelsen mengatakan ketika berbicara mengenai 

efektifitas hukum, maka kita juga membicarakan tentang validitas hukum. 

Validitas hukum memiliki arti bahwa norma-norma hukum saling mengikat. 

Efektifitas  hukum  berarti  bahwa  orang  benar-benar   berbuat   sesuai   dengan   

norma-norma   hukum   sebagaimana   mereka   harus berbuat,  bahwa  norma-

norma  itu  benar-benar  diterapkan  dan dipatuhi.
32

 

Sedangkan efektivitas bidang hukum menurut Achmad Ali berpendapat 

apabila ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum dapat diukur dari 

sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati.
33

 

 

                                                           
30

 Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2020), 65. 
31

 Muh mm d Mift khul Hud , Suw ndi d n Aunur Rofiq, “Implement si T nggung 

Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum 

Soerjono Soekanto” Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 11, No. 1, (2022): 9. 
32

 Nur Fitry ni Sireg r, “Efektifit s Hukum” Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan 

Kemasyarakatan, Vol. 18, No. 2 (2018): 2. 
33

 Her  Zul ih , “Implement si Putus n M hk m h Konstitusi Nomor 13/Puu-Xv/2017 

Tentang Ketenagakerjaan Mengenai Pembatasan Perkawinan dalam Satu Perusahaan Perspektif 

Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto” Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, (2022): 35. 
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Achmad Ali juga menjelaskan tiga komponen efektifitas hukum sebagai 

berikut: 

a. Struktur, yaitu keseluruhan instuisi-instuisi hukum beserta aparat-

aparatnya seperti kepolisian dengan seluruh anggota polisinya, kejaksaan 

dengan seluruh jaksanya, pengadilan dengan seluruh hakim dan 

anggotanya, dan lainnya;  

b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum 

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan 

pengadilan; 

c. Kultur Hukum, yaitu opini-opini keyakinan-keyakinan, kebiasaan-

kebiasaan, cara berpikir dan bertindak, baik dari penegak hukum maupun 

dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena-fenomena 

yang berkaitan dengan hukum.  

Menurut Soejono Soekanto teori efektifitas hukum adalah efektif atau 

tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:
34

 

a. Faktor dari hukumnya sendiri ( undang-undang) 

b. Faktor penegak hukum, adalah pihak-pihak yang membentuk maupun 

yang menerapkan hukum 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum 

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan 

                                                           
34

 Ibid, hlm 36. 
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e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari 

penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.
35

 

Dari kelima faktor tersebut masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).  

Berlakunya hukum sebagai kaidah, dalam teori ilmu hukum dapat 

dibedakan menjadi tiga yaitu:  

a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, jika penentuannya berdasar pada 

kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk berdasar yang 

telah ditetapkan. 

b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, jika kaidah tersebut efektif. 

Artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak 

diterima oleh masyarakat atau karena adanya pengakuan dari 

masyarakat. 

c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai citacita hukum 

sebagai nilai positif yang tertinggi. Jadi supaya hukum berfungsi maka 

harus memenuhi ketiga kaidah tersebut. Jika tidak terpenuhi salah 

satunya maka mungkin kaidah itu hanya merupakan hukum yang 

dicita-citakan (ius constituendum).
36

 

                                                           
35

 Soerjono Soek nto, “F ktor-faktor yang mempengaruhi Peneg k n Hukum” Rajawali 

Pers (2021): 7.  
36

 Ledy Di n , “Peny kit Sosi l d n efektivit s Hukum di Indonesi ” Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol. 2, No.1  (2011): 174 
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Beberapa asas yang harus dipenuhi dalam berlakunya suatu undang-

undang, agar undang-undang berlaku efektif, dan mempunyai dampak yang positif 

antara lain: 

a. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya hanya boleh diterapkan pada 

peristiwa yang disebut di dalamnya dan terjadi setelah undang-undang itu 

dinyatakan berlaku. 

b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi pula. 

c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat 

umum, jika pembuatnya sama. 

d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang 

yang berlaku terdahulu. 

e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 

f. Undang-undang merupakan sarana mencapai kesejahteraan spiritual dan 

material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun 

mebharuan (inovasi).  

Ukuran efektivitas hukum pada faktor hukumnya adalah pertama, 

peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup 

sistematis. Kedua, peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 

sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 

Ketiga, secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur 

bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Keempat, penerbitan 

peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. 
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Hambatan dari penegakan hukum yang berasal dari hukumnya (undang-

undang) disebabkan karena: 

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. 

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 

menerapkannya 

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 

mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 

penerapannya. 

 

2. Faktor Penegak Hukum.  

Ruang lingkup penegak hukum sangatlah luas meliputi mereka yang 

secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, 

serta tidak hanya mencakup law enforcement (penegakan hukum) tetapi juga 

peace maintenance (pemeliharaan perdamaian). Yang termasuk kalangan tersebut 

yaitu mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan dan 

lembaga pemasyarakatan. Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses pembentukan sampai pelaksanaan suatu aturan, juga pihak-pihak yang 

memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku.  

Menurut Soerjono Soekanto, secara sosiologis setiap penegak hukum 

mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) tertentu. Kedudukan sosial 

merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang mungkin tinggi, sedang 

atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang berisi hak dan 
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kewajiban yang merupakan peranan atau role, sehingga orang yang punya 

kedudukan tertentu biasa disebut pemegang peranan (role occupant).
37

 

Suatu hak  sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak, 

sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Penegak hukum merupakan 

golongan panutan dalam masyarakat, yang seharusnya mempunyai kemampuan-

kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, harus dapat 

berkomunikasi, mampu membawakan dan menjalankan peran dalam masyarakat, 

dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-

norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta dapat memberikan 

teladan/contoh yang baik dalam masyarakat.
38

 

Halangan-halangan yang mungkin terjadi pada penerapan peranan yang 

seharusnya dari kalangan penegak hukum bisa berasal dari dirinya sendiri atau 

dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan antara 

lain:  

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak 

lain, dengan siapa dia berinteraksi. 

b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi. 

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga 

sulit untuk membuat suatu proyeksi. 

                                                           
37

 Nur L el  Kusn , “Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin 

Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama 
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d. Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu 

terutama kebutuhan materi. 

e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 

konservatisme.  

Halangan-halangan tersebut bisa diatasi dengan cara mendidik, melatih 

dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap yang terbuka terhadap pengalaman 

maupun penemuan baru, sikap senantiasa siap menerima perubahan setelah 

menilai kekurangan yang ada pada saat itu, peka terhadap masalah-masalah yang 

terjadi di sekitarnya, senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin 

mengenai dirinya, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang 

ada pada dirinya, berpegang pada perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang 

buruk), percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

meningkatkan kesejahteraan umat, menyadari dan menghormati hak, kewajiban 

maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak lain dan berpegang teguh pada 

keputusankeputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang 

mantap.
39

  

Efektivitas hukum dari segi penegak hukum, dapat dipengaruhi beberapa hal: 

a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan - peraturan yang ada. 

b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. 

c.  Teladan seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada 

masyarakat. 

                                                           
39
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d. Sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan 

kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada 

wewenangnya. 

 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas. 

Penegakan hukum tidak mungkin terwujud tanpa adanya sarana atau 

fasilitas tertentu. Sarana tersebut antara lain meliputi tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan 

keuangan yang cukup. Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas 

mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum dan harus 

secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi dalam 

kelancaran tugas-tugas ditempat kerjanya.
40

 

 Untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:  

a. Sarana yang tidak ada, perlu diadakan yang baru dan benar sesuai 

dengan ketentuan. 

b. Sarana yang rusak atau salah perlu segera diperbaiki atau dibetulkan 

c. Sarana yang kurang perlu segera ditambah 

d. Sarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya  

e. Sarana yang mundur atau merosot segera di tingkatkan atau dimajukan 

lagi fungsinya. 

                                                           
40
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Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga sangatlah penting demi 

keberlangsungannya. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan 

sementara fasilitasnya belum lengkap tersedia. Hal ini hanya akan menyebabkan 

kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan 

terjadinya kemacetan.  

 

4. Faktor Masyarakat.  

Faktor penyebab suatu peraturan bisa berjalan efektif salah satunya yaitu 

faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Pendapat masyarakat Indonesia 

tentang arti hukum berfariasi diantaranya: 

a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.  

b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang 

kenyataan. 

c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaisah, yaitu patokan perilaku 

pantas yang diharapkan. 

d. Hukum diartikan sebagai tata hukum ( hukum positif yang tertulis). 

e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.  

f. Hukum diartikan sebagai putusan pejabat atau penguasa. 

g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah. 

h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik. 

i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai. 

j. Hukum diartikan sebagai seni.  
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Timbulnya variasi arti hukum tersebut disebabkan masyarakat hidup 

dalam konteks yang berbeda, sehingga yang harus dikedepankan adalah 

keserasiannya supaya ada titik tolak yang sama. Dari sistem sosial budaya, 

Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdapat banyak golongan etnik 

dengan kebudayaan masing-masing.
41

 

Sehingga seorang penegak hukum harus mengenal lingkungan sosial 

dengan baik dengan cara: 

a. Mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di 

lingkungan tersebut beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang 

ada. 

b. Mengenal lembaga-lembaga sosial yang hidup serta yang sangat dihargai 

oleh sebagian besar masyarakat setempat. Secara teoritis lembaga-lembaga 

sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional, sehingga mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-

perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.  

Elemen pengukur efektivitas dilihat dari kondisi masyarakat yaitu:
42

 

a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun aturan 

yang baik. 

b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun aturan 

sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. 

                                                           
41
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c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun aturan 

sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa serta fasilitas mencukupi. 

 Masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan 

berjalan efektif atau tidak, maksudnya adanya kesadaran masyarakat untuk 

mematuhi hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu 

indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.  

 

5. Faktor kebudayaan  

Faktor kebudayaan sengaja dibedakan dengan faktor masyarakat meskipun 

sebenarnya keduanya bersatu padu, karena dalam pembahasannya menerangkan 

masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non 

material. Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, 

bahwa sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur, substansi dan 

kebudayaan.
43

 

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilainilai yang merupakan konsepsi-konsepsi 

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianut) dan apa yang dianggap 

buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-

nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.
44
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Menurut Soerdjono Soekamto, pasangan nilai yang berperan dalam hukum 

adalah:  

a. Nilai ketertiban atau ketentraman, 

b. Nilai jasmaniyah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan, 

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.  

Dengan serasinya nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan 

adanya hubungan timbal balik antara hukum adat dan dan hukum positif di 

Indonesia, sehingga ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat sehingga hukum 

perundangundangan tersebut bisa berlaku efektif. Juga dengan serasinya kedua 

nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.
45

 

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto diatas relevan dengan 

teori yang dikemukaan oleh Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor penghambat 

efektivitas penegakan hukum bukan terletak pada sikap mental aparatur  penegak 

hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) tetapi juga terletak pada faktor 

sosialisasi hukum yang sering diabaikan. 

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu 

strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas 

hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam 

tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory), dengan kata 
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lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara law in action dan law in 

theory.
46

 

 

2. Teori Diskresi Hakim 

Hakim merupakan bagian dari penegak hukum serta keadilan yang dituntut 

untuk mengenal, menggali, merasakan serta memahami nilai-nilai hukum yang 

hidup didalam masyarakat. Sebagaimana didalam undang-undang No. 48 Tahun 

2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan mengintegrasikan diri dalam 

masyarakat, untuk mewujudkan fungsi hukum dalam menegakkan keadilan.
47

 

Dalam mengadili suatu perkara hakim diberi bentuk kebebasan untuk menentukan 

sikap dan kebijakan, kebebasan pikiran serta kebebasan untuk mengambil 

tindakan terhadap suatu permasalahan, kebebasan ini lah yang disebut dengan 

diskresi.
48

 

Diskresi berasal dari bahasa Belanda discretie yang berarti rahasia, 

kebijaksanaan dan juga keputusan. Dan diskresi dalam bahasa Inggris discretion 

dengan definisi kebebasan untuk bertindak dan untuk menentukan setiap tindakan 

d l m seti p situ si y ng dih d pi. Istil h “discretion” ber rti jug  deng n 

kebebasan, yang mena kebebasan tersebut bisa diwujudkan baik dalam kebebasan 

memilih, kebebasan menafsirkan, kebebasan mempertimbangkan dan kebebasan 

                                                           
46

 Dj en b, “ Efektifitas dan Berfungsinya Hukum d l m M sy r k t” Ash-Shahabah 

Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 4, No. 2, (2018): 149. 
47

 B rh mudi, Abuy zid Bustomi, “Kem ndiri n H kim D l m Perspektif Neg r w n” 

Volume 17 Nomor 3, (2019): 2. 
48

 I Putu Dede Karyadi, Putu Sek rw ngi S r sw ti, “ Per n n Diskresi H kim D l m 

Kewenangan Mengadili” Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 02, No. 1, (2022): 124. 
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mengambil keputusan.
49

 Freies ermessen merupakan istilah lain dari kata diskresi, 

kata frei juga memiliki arti bebeas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Kata 

ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. 

Tentunya bahwa pertimbangan, penilaian, dan perkiraan tersebut dibuat oleh 

seseorang atau suatu jawaban dalam hubungan dengan suatu keadaan, situasi, hal 

atau masalah tertentu.
50

 

Pada pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 

diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. 

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan 

oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan 

yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau 

adanya stagnasi pemerintahan.
51

  

Dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh hakim ada beberapa bentuk 

diskresi yang berhubungan dengan kewenangan hakim untuk menyelesaikan 

perkara yaitu, diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa, diskresi yang 

berkaitan dengan proses pembuktian, diskresi yang berkaitan dengan penentuan 

pidana, diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti, diskresi yang 

berkaitan dengan sikap hakim untuk menembus kekakuan undang-undang.
52
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 M. Syuib, N dhil h Filz h, “Kewen ng n H kim d l m Mener pk n Diskresi” 
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Ruang lingkup  diskresi adal hal-hal penting yang menyangkut diskresi 

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 antara 

lain:
53

 

a. Dalam pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan 

oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. 

b. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk:   

melancarkan penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum, 

memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintah dalam 

keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. 

Akan tetapi dengan diberikannya diskresi bagi pejabat tertentu pemerintah 

atau pejabat yang berwenang dalam melakukan diskresi tentu saja tidak dapat 

dilakukan sewenang-wenang karena terdapat patokan-patokan yang diperlukan 

untuk menentukan dalam rangka dan hal bagaimana serta dengan tujuan pejabat 

administrasi negara dapat mengambil tindakan diskresi. Sebagai contoh pejabat 

administasi negara atau hakim tidak boleh mengambil suatu tindakan diskresi atau 

inisiatif sendiri dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri, keluarga 

atau pihak- pihak tertentu lainnya.  

Dalam perkataan lain, tindakan diskresi ini dilakukan harus memiliki 

motivasi dan tujuan yang jelas supaya tindakan tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan secara kepatutan dan kelayakan.
54
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Diskresi memiliki tujuan yang tertuang dalan Pasal 22 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan yang menyebutkan bahwa setiap penggunaan diskresi bertujuan 

untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, 

dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentuguna kemanfaatan 

dan kepentingan umum.  

Pejabat pemerintah dalam menggunakan diskresi harus memenuhi 

persyaratan yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyebutkan 

bahwa pejabat pemerintahan atau pejabat yang berwenang melakukan tindakan 

diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), bedasarkan alasan-alasan yang objektif, 

tidak menimbulkan konflik kepentingan dan juga dilakukan dengan tujuan yang 

baik yang tidak ada unsur untuk kepentingan diri atau pribadi.
55

 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan teori diskresi 

hakim yang mana hakim menerapkan diskresi adalah dengan melakukan 

pemilihan fakta-fakta yang diajukan sehingga dapat dipilih fakta yang relevan dan 

benar-benar menjadi alasan hukum yang tepat. Dengan begitu, hakim dapat 

membuat suatu keputusan yang bijaksana yaitu keputusan yang memenuhi unsur 
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keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dan menimbulkan kemaslahatan bagi 

pasangan tersebut. 

Selanjutnya, guna mendukung dan memperkuat teori diskresi hakim 

penulis juga mencantumkan teori efektifitas hukum untuk melihat sejauh mana 

keefektivitasan usia rata-rata permohonan dispensasi nikah setelah 

diperbaharuinya Undang-Undang Perkawinan. Setelah diperbaharuinya undang-

undang perkawinan di Pengadilan Agama Sleman terkait perbahan tren usia sudah 

efektif kaitannya dengan struktur usia minimum pernikahan yang sudah berubah, 

hal ini dapat dilihat dari usia rata-rata pemohon yakni pada usia 17 tahun dan 18 

tahun dan untuk usia di bawah 16 tahun masih ada akan tetapi tidak mendominasi. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research. 

Penelitian ini menekankan pada kajian praktik hukum didalam lembaga 

Pengadilan melalui kajian terhadap putusan-putusan dan observasi terhadap 

pelaksanaan persidangan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, 

dengan menggunakan teori diskresi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis praktik hukum yang dilaksanakan di pengadilan agama sleman 

sudah relevan belum dengan praktik hukum yang ada. Sejauh mana hakim dalam 
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menetapkan ketentuan Undang-undang yang berkaitan dengan peningkatan 

pemohon dispensasi nikah. 

3. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian penulis menggunakan dua jenis sumber data. Pertama, 

sumber data primer berupa putusan dan wawancara di Pengadilan Agama Sleman 

dan datanya berupa data-data yang tercatat oleh instansi terkait atau berapa 

wawancara terhadap pegawai yang berkaitan. Kedua, sumber data skunder, 

sumber data ini berupa bahan hukum yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan 

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan diantaranya:  

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu cara penulis untuk mendapatkan data 

atau informasi, dengan cara ini  penulis melakukanya dengan cara bertatap muka 

face to face dengan 2 hakim yang bertugas menangani perkara dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Sleman. 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengkaji dan mengumpulkan 

data-data, dokumen- dokumen yang berupa putusan-putusan terkait dispensasi 

nikah. 
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5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

metode induktif, yaitu mengawali penelitian dengan pengamatan atau observasi 

lapangan untuk pengumpulan data kemudian mengambil kesimpulan dari situasi 

atau fakta di Pengadilan Agama Sleman. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab Pertama berisi latar belakang yang memaparkan alasan mengapa 

penelitian ini dilakukan. Pada bab ini akan membahas rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang 

memiliki tema relevan dengan penelitian ini. Dijelaskan pula kerangka teori yang 

dipakai dalam penelitian ini dimana kerangka teori tersebut yang dijadikan 

sebagai pisau analisis dalam tulisan ini. Dan terakhir yaitu memaparkan 

sistematika pembahasan.  

Bab Kedua akan memaparkan terkait dengan ketentuan batas usia 

minimum pernikahan dan dasar hukum dispensasi nikah. Bab ini berisi pemaparan 

teori yaitu tentang dispensasi nikah, ketentuan batas usia minimum pernikahan 

yang terkandung dalam undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam, dan 

PERMA Nomor 5 Tahun 2019. 

Bab Ketiga menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Sleman dan 

data perkara dispensasi nikah. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai informasi 

terkait wilayah yuridiksi, visi dan misi, tujuan dan struktur organisasi Pengadilan 

Agama Sleman. Dalam bab ini juga akan dipaparkan terkait dengan data umum 
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perkara dispensasi nikah dan akan dipetakan, perubahan tren permohonan dan 

terakhir akan dipaparkan perkara putusan. 

Bab Keempat mendiskusikan  tentang interpretasi sikap dan hukum hakim 

terhadap pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Sleman. Dalam bab ini 

akan dijelaskan juga sikap hukum hakim terhadap dispensasi nikah terkait isu 

usia, kecenderungan pengabulan adanya alasan kehamilan dan hubungan seksual. 

Ketentuan mekanisme dispensasi nikah serta tuntutan pemenuhan dokumen medis 

dan psikolog. 

Bab Kelima merupakan bab terakhir dalam penelitian, berisi kesimpulan 

dari penelitian serta peneliti mencantumkan beberapa saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan dan kajian pada bab-bab sebelumnya yang 

tel h diur ik n deng n judul “Fenomen  Nik h di B w h Umur P sc  Revisi 

Undang-Undang Perkawinan: Kajian Tren Dispensasi Nikah  dan Sikap Hukum 

Peng dil n Ag m  Slem n“ m k  peneliti n ini d p t di mbil kesimpul n seb g i 

berikut: 

1. Dalam praktiknya pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Sleman usia rata-rata pemohon pada usia 17 tahun dan 18 tahun, usia 

tersebut bisa laki-laki maupun perempuan. Pengajuan tersebut dapat 

dilihat dengan alasan permohonan, salah satu alasan tersebut 

dikarenakan sudah hamil dan menghindari zina. Praktik di Pengadilan 

Agama Sleman sudah tidak lagi mengajukan dispensasi nikah dibawah 

usia 16 tahun. 

2. Dengan diperbaharuinya undang-undang perkawinan tentang batas 

usia menikah yakni 19 tahun menjadikan trend yang ada di Pengadilan 

Agama Sleman berubah. Perubahan tren yang terjadi di Pengadilan 

Agama Sleman sangat berpengaruh teruma terkait dengan usia, 

Perubahan itu juga dapat dilihat dari usia yang mengajukan, yang mana 

usia pasangan yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Sleman akan cenderung lebih tingi dari usia sebelumnya dan 
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juga berpengaruh pada sikap hukum hakim yang secara ketat meminta 

dokumen-dokumen yang diperlukan. Namun pengaruh tersebut bukan 

berupa penolakan tetapi hakim lebih cenderung tetap mengabulkan.  

3. Setelah diperbaharuinya Undang-Undang Perkawinan sikap hukum 

hakim di Pengadilan Agama Sleman berubah. Perubahan sikap 

tersebut dapat dilihat dari bagaimana hakim meminta ketersediaan 

dokumen dan memberikan pertimbangan terhadap pemohon. Akan 

tetapi kecenderungan hakim dalam perkara dispensasi nikah tetap 

mengabulkan. Pengabulan tersebut setelah adanya upaya dari hakim 

dalam mencermati dokumen-dokumen yang diminta. Dalam 

memeriksa perkara dispensasi terkait dokumen hakim lebih tertib, ketat 

dan selektif  terkait dokumen yang mana dokumen tersebut hakim 

meminta surat rekomendasi dari Psikolog, Tenaga Medis untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pengabulan dispensasi 

nikah. Dalam tuntutan permohonan dokumen hakim tidak melihat 

berapa usia pemohon, akan tetapi hakim lebih melihat kepada alasan 

mengapa diajukannya permohonan dispensasi nikah. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan beberapa 

saran: Pertama, Kepada majelis hakim ketika mengabulkan permohonan 

dispensasi nikah sebaiknya lebih utamakan undang-undang perlindungan anak 

sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah 

dibawah umur, agar terciptanya putusan yang adil.  

Kedua, terkhusus kepada masyarakat yang sudah menjadi orang tua agar 

selalu menanamkan prinsip pendidikan dan pemahaman keagamaan sejak dini 

dalam keluarga. Hal ini bertujuan untuk menjadikan tameng anak-anak terhadap 

pergaulan bebas yang tentunya berdampak negatif, dan bagi orang tua dimohon 

selalu mengontrol anaknya dalam bergaul sehingga dengan itu perkawinan 

dibawah umur dapat dihindari untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. 
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